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1. KEMENTERIAN LHK RI

2. BAPPEDA PROV. SUMSEL
3. DINAS KEHUTANAN PROV. SUMSEL

4. KWARDA PROV. SUMSEL

5. DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL
6. KOMUNITAS LINGKUNGAN HIDUP

7. DLH KAB/KOTA

8. DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

7. SEKOLAH

8. ASN

9. MASYARAKAT

MENURUNNYA EMISI SEKTOR LIMBAH
INDIKATOR KINERJA :

NILAI CAPAIAN EMISI SEKTOR LIMBAH 
(JUTA TON CO2)

MENINGKATNYA KUALITAS DAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE DAS DENGAN KONDISI 
TIDAK KRITIS

MENINGKATNYA LAJU PENURUNAN 
EMISI GRK

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK

MENINGKATNYA KESADARAN 

WAWASAN LINGKUNGAN PADA 
MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA :

JUMLAH ENTITAS YANG BERWAWASAN 
LINGKUNGAN

MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM 
GAMBUT

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE KAWASAN GAMBUT 

DALAM YANG DILINDUNGI

MENINGKATNYA RUANG TERBUKA 

HIJAU
INDIKATOR KINERJA :

RASIO RUANG TERBUKA HIJAU 

DENGAN LUAS WILAYAH

MENINGKATNYA KUALITAS AIR

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN DAN 
EKOSISTEM GAMBUT

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

TUJUAN :
MENINGKATNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air 

Limbah Perusahaan
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Perusahaan yang Memiliki 
Fasilitas Pengelolaan Air Limbah

Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan 
Hidup Untuk Masyarakat
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Masyarakat yang Terlibat

Terlaksananya Pengendalian Emisi GRK 

dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Aksi Adaptasi Perubahan 
Iklim

Terlaksananya Pelaksanaan Restorasi 

Gambut
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah luas lahan gambut yang 
direstorasi

Terlaksananya Program Penilaian 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Perusahaan yang Dinilai

Terlaksananya Hari Lingkungan Hidup 

Sedunia (HLHS)
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Masyarakat yang Terlibat

Terlaksananya Updating Data Emisi 

GRK Melalui Sign Smart
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Emisi GRK

Terlaksananya Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati di Provinsi

INDIKATOR KINERJA :
Persentase Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Provinsi 

Terlaksananya Penerapan Sanksi 
Administrasi dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan 
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Penyelesaian Kasus 
Lingkungan

Terlaksananya World Clean-Up Day 
(WCD)

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Masyarakat yang Terlibat

Pendampingan Tim Restorasi Gambut di
Daerah

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Pelaksanaan 

Restorasi Gambut di Provinsi Sumsel

Tersusunnya Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati
INDIKATOR KINERJA :

Tersusunnya Dokumen Profil 
Keanekaragaman Hayati Provinsi

Terlaksananya Pengawasan Perizinan 
Lingkungan Hidup yang Diterbitkan 

Pemerintah Daerah Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah izin lingkungan yang diawasi

Terlaksananya Hari Peduli Sampah 
Nasional (HPSN)

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Masyarakat yang Terlibat

Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan 
Terhadap PPLH Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Pengaduan Terhadap PPLH 

Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani

Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Pramuka yang Dibina

Tersusunnya Regulasi Rencana, Kajian, 

Evaluasi dan Perizinan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Regulasi Rencana, Kajian, 
Evaluasi dan Perizinan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
Disusun

Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang 
Terinventarisasi

Terlaksananya Pembinaan dan 

Pengawasan Komisi AMDAL Kab/Kota
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Komisi AMDAL Kab/Kota yang 
di Awasi

Tersusunnya Dokumen KLHS 

RPJPD/RPJMD Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD 

Provinsi yang Disusun

Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian 

DLH Kewenangan Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup 

yang Dievaluasi

Tersusunnya Dokumen Informasi 
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah (IKPLHD)

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen IKPLHD yang 
Disusun

Terlaksananya Pembinaan dan/atau 
Penilaian Kinerja Entitas dalam 
Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Entitas yang Dinilai Kinerjanya

Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup 

(Kalpataru)
INDIKATOR KINERJA :

Jumkah Masyarakat yang Dinilai

Tersusunnya Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan 
yang Dibuat

Terlaksananya Penyusunan Dokumen 
Rencana Aksi Daerah Adaptasi 

Perubahan Iklim (RAD API)
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen RAD API

Terlaksananya Pencegahan Kejadian 
Kebakaran Hutan dan Lahan

INDIKATOR KINERJA :
Persentase Kejadian Kebakaran Hutan 

dan Lahan yang Dicegah

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 
dan SDM dalam Pengelolaan Kehati

INDIKATOR KINERJA :
Pembuatan Website dan Aplikasi Kehati 

Sumsel

Terlaksananya Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH)
INDIKATOR KINERJA :

Inventarisasi dan Verifikasi Data Indeks 

Kualitas Lahan (IKL) di Kab/Kota

Monitoring Pelaksanaan Pemulihan 
Ekosistem Gambut di Lahan Konsesi

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Unit Usaha Kegiatan yang

Melaksanakan Restorasi Gambut

Pembinaan Masyarakat dan Desa Peduli 

Gambut
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Kelompok Masyarakat dan Desa 
Peduli Gambut yang Dibina

Terlaksananya pemulihan kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas tambang
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah usaha kegiatan pertambangan 
yang melaksanakan pemulihan 

lingkungan / reklamasi

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET PERTANAHAN PROVINSI

INDIKATOR KINERJA :
PERSENTASE ASET PERTANAHAN YANG TERCATAT DAN 

TERINVENTARISASI SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU

MENINGKATNYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN 

MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN 
KETENTRAMAN MASYARAKAT

TUJUAN :
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI, KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

MENINGKATNYA KUALITAS AIR LAUT DAN 
PESISIR

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS KUALITAS AIR LAUT (IKAL)

Terlaksananya Penilaian Kota Sehat
Adipura

INDIKATOR KINERJA :
Jumkah Kota Sehat Adipura yang Dinilai

Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian 

Sekolah Adiwiyata
INDIKATOR KINERJA :

Jumkah Sekolah Adiwiyata yang Dinilai

Meningkatnya Rehabilitasi Daerah 
Aliran Sungai (DAS)

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air 
Sungai

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) 
yang Dipantau

Terlaksananya Inventarisasi Bahan 

Perusak Ozon (BPO)
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Inventarisasi Bahan 

Perusak Ozon (BPO)

Tersusunnya Dokumen Rencana 

Adaptasi dan/atau Mitigasi Perubahan
Iklim

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Dokumen Rencana 
Adaptasi dan/atau Mitigasi Perubahan

Iklim yang DIsusun

Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian 

Program Kampung Iklim
INDIKATOR KINERJA :

Jumkah Lokasi Proklim yang Dibina dan 
Dinilai

Terlaksananya Pemantauan Kualitas 

Udara Ambien
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Titik Udara Ambien yang 
Dipantau

Monev Pencegahan Kerusakan 
Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan 

dan Lahan
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Perusahaan berbasis lahan 
Yang di Evaluasi dan di Verifikasi

Tersedianya SDM Bidang Lingkungan 
Hidup

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah SDM yang mengikuti Diklat

Terlaksananya Penyusunan Rencana, 
Kebijakan dan Teknis Penanganan 

Sampah

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan 
dan Teknis Penanganan Sampah yang 

Disusun dan Ditetapkan

Tersedianya Informasi Lingkungan 

Hidup Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan 
Hidup Provinsi yang Disusun

Tersedianya Pengelolaan Informasi

Lingkungan Hidup berbasis Elektronik
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi 
Lingkungan Hidup yang Disediakan

Tersedianya Sistem Informasi 
Lingkungan Hidup dan Pertanahan

INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Dokumen Sistem Informasi 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang 
Disediakan

Kampanye dan Evaluasi Pencegahan 
Kerusakan Lingkungan Akibat 
Kebakaran Hutan dan Lahan

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Media Sosialisasi dan Publikasi 
Pencegahan Kerhutlah

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengelolaan LB3 dengan 

Pemerintah Pusat dalam rangka 
Pengangkutan, Pemanfaatan, 

Pengolahan dan/atau penimbunan
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi yang Dibuat

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
Keanekaragaman Hayati Provinsi

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Kehati yang Dikelola

MENINGKATNYA REHABILITASI AIR 
LAUT

INDIKATOR KINERJA :
PERSENTASE REHABILITASI AIR LAUT

Terlaksananya Pencegahan Kejadian 

Kerusakam Air Laut
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Kejadian Kerusakan Air Laut 
yang Dicegah

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air 

Laut
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Titik Air Laut yang Dipantau

1. KEMENTERIAN LHK RI
2. BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMSEL
3. BAPPEDA PROV. SUMSEL

4. DINAS PERINDUSTRIAN PROV. SUMSEL
5. DPMPTSP PROV. SUMSEL

6. DLH KAB/KOTA

7. PERUSAHAAN 
8. TNI
9. POLRI

10. KONSULTAN

1. KEMENTERIAN LHK RI

2. BAPPEDA PROV. SUMSEL
3. DINAS PSDA PROV. SUMSEL

4. DINAS PERINDUSTRIAN PROV. SUMSEL
5. DPMPTSP PROV. SUMSEL

6. DLH KAB/KOTA

1. KEMENTERIAN LHK RI

2. BAPPEDA PROV. SUMSEL
3. BPBD PROV. SUMSEL
3. DLH KAB/KOTA

4. DESA/KELURAHAN

1. KEMENTERIAN LHK RI
2. BRGM RI

3. TRGD SUMSEL

4. DINAS KEHUTANAN PROV. SUMSEL
5. DINAS PSDA PROV. SUMSEL

6. DLH KAB/KOTA

7. DESA/KELURAHAN

8. PERUSAHAAN

9. MASYARAKAT

1. KEMENTERIAN LHK RI

2. DINAS PERKIM PROV. SUMSEL

3. DINAS KEHUTANAN PROV. SUMSEL

4. DINAS PERKEBUNAN PROV. SUMSEL
5. DLH KAB/KOTA

1. KEMENTERIAN LHK RI

2. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROV. 
SUMSEL
3. DLH KAB/KOTA

TERLAKSANANYA INVENTARISASI DAN 

PENGELOLAAN ASET YANG BAIK
INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE ASET YANG 
TERINVENTARISASI

TERLAKSANANYA SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PERTANAHAN YANG BAIK
INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE TERLAKSANANYA

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PERTANAHAN

Terlaksananya Inventarisasi dan 

Pemanfaatan Tanah Kosong
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Inventarisasi 

dan Pemanfaatan Tanah Kosong

Terlaksananya Inventarisasi Tanah 

Kosong
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Laporan Tanah Kosong Lintas 
Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi yang Diinventarisasi

Terlaksananya Perencanaan 
Perencanaan penggunaan tanah yang 
hamparannya lintas daerah Kab/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA :
Persentase Terlaksananya Perencanaan 

penggunaan tanah yang hamparannya 
lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan penggunaan 

tanah
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Laporan koordinasi dan 
sinkronisasi perencanaan penggunaan 

tanah dalam 1 Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi  Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Kewenangan Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi 

Tanah kewenangan Provinsi

Terlaksananya Koordinasi perencanaan 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

pasca reklamasi
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Koordinasi 
perencanaan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah pasca reklamasi

Terlaksananya Koordinasi perencanaan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 
pasca reklamasi

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah dokumen rencana penggunaan 
dan pemanfaatan tanah 

Terlaksananya Pengelolaan Sistem 

Informasi Manajemen Pertanahan 
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Pengelolaan 
Sistem Informasi Manajemen 

Pertanahan 

Peningkatan  Kapasitas Pengelolaan 

Sistem Informasi Manajemen 
Pertanahan (SIMTANAH)

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Peningkatan 
Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi 

Manajemen Pertanahan 

Pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen pengembangan 
Sistem Informasi Manajemen 

Pertanahan

TERLAKSANANYA PENGADAAN TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGADAAN 

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TERLAKSANANYA PENYELESAIAN SENGKETA 
TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE TERLAKSANANYA
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Terlaksananya Penetapan Lokasi 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di 
Wilayah Provinsi

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Penetapan 
Lokasi Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan di Wilayah Provinsi yang 
ditetapkan

Terlaksananya Updating Data 
Pertanahan

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Pertanahan yang 

Disusun

Terlaksananya Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 

untuk Pembangunan Oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Masalah 
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 

untuk Pembangunan Oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi yang diselesaikan

Terlaksananya Koordinasi  dan 

Sinkronisasi penyelesaian masalah 
ganti Kerugian dan Santunan tanah 

untuk pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
sinkronisasi penyelesaian masalah 
ganti kerugian dan santunan tanah 

untuk pembangunan oleh pemerintah 
daerah provinsi

Terlaksananya Ganti rugi tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan 
umum

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah lahan bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum

Terlaksananya Koordinasi Pengadaan 
Tanah di Wilayah Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Koordinasi 

Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi

Terlaksananya Koordinasi teknis 
Pengadaan Tanah

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Data Rencana pengadaan tanah 
berdasarkan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya Percepatan Pengadaan 

Tanah untuk PPSN
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Percepatan 

Pengadaan Tanah untuk PPSN

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 

Percepatan Pengadaan Tanah untuk 
PPSN

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi 
Penyelengaraaan Tanah dan Fasilitas 
Percepatan Pengadaan Tanah untuk 

PPSN

Terlaksananya Penyelesaian Sengketa 

Tanah Garapan Lintas Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah 

Provinsi
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Penyelesaian 

Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah 

Provinsi

Terlaksananya Mediasi Sengketa 
Pertanahan

INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan 

yang Terfasilitasi

Terlaksananya Fasilitasi Reforma
Agraria melalui Penataan Aset dan 

Penataan Akses di Sumsel
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah redistribusi Aset dan Legalisasi 
Aset Termasuk Penataan Akses

1. KEMENTERIAN ATR/BPN RI

2. BPKAD PROV. SUMSEL

3. KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA

4. DINAS PERTANAHAN KAB/KOTA
5. KECAMATAN

6. KELURAHAN

1. KEMENTERIAN ATR/BPN RI

2. BPKAD PROV. SUMSEL
3. BIRO HUKUM PROV. SUMSEL

4. INSPEKTORAT PROV. SUMSEL
5. KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA

6. DINAS PERTANAHAN KAB/KOTA

7. KECAMATAN
8. KELURAHAN

1. KEMENTERIAN ATR/BPN RI
2. BPKAD PROV. SUMSEL
3. BIRO HUKUM PROV. SUMSEL

4. INSPEKTORAT PROV. SUMSEL
5. KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA
6. DINAS PERTANAHAN KAB/KOTA

7. KECAMATAN
8. KELURAHAN

1. KEMENTERIAN ATR/BPN RI

2. BPKAD PROV. SUMSEL

3. BIRO HUKUM PROV. SUMSEL

4. INSPEKTORAT PROV. SUMSEL
5. SATPOL PP PROV. SUMSEL

6. KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA

7. DINAS PERTANAHAN KAB/KOTA
8. KECAMATAN

9. KELURAHAN

MENINGKATNYA PELAYANAN PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN

INDIKATOR KINERJA :
PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, EVALUASI DAN 

PELAPORAN OPD
INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE KUALITAS PERENCANAAN, EVALUASI DAN 
PELAPORAN OPD

MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN 
OPD

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE TATA KELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN OPD

MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN OPD

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE TATA KELOLA ADMINISTRASI UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN OPD

Terlaksananya Penatausahaan
Keuangan OPD

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya
Penatausahaan Keuangan OPD

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran OPD

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) OPD yang Disusun

Terlaksananya Pelaporan Keuangan 
OPD

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Pelaporan 
Keuangan OPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir 

Tahun
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun yang Disusun

Terlaksananya Pengelolaan SPJ OPD

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Pengelolaan 
SPJ OPD 

Terlaksananya Perencanaan 

Penganggaran OPD
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Perencanaan 

Penganggaran OPD

Tersusunnya Dokumen Perencanaan 
OPD

INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Dokumen Perencanaan OPD 

yang Disusun

Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja OPD

Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja 

OPD
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja OPD 

yang Dilaksanakan

Tersusunnya Perencanaan Kinerja OPD

INDIKATOR KINERJA :
Persentase Terlaksananya Pengelolaan 

SPJ OPD 

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Evaluasi Kinerja 

Perencanaan Bidang Lingkungan 

Hidup pada Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Evaluasi Kinerja 
Perencanaan Bidang Lingkungan 

Hidup pada Kabupaten/Kota yang 

Disusun

Terlaksananya Pelaporan Kinerja OPD

INDIKATOR KINERJA :
Persentase Terlaksananya Pelaporan 

Kinerja OPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 
OPD

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD

Terlaksananya Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
yang Efektif

INDIKATOR KINERJA :

Nilai Capaian SAKIP OPD

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 
Umum OPD

INDIKATOR KINERJA :
Persentase Pengelolaan Administrasi 

Umum OPD

Tersedianya Administrasi Barang Milik 

Daerah (BMD) OPD
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Administrasi BMD yang 
Tersedia

Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan 

Umum Kantor
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Jasa Penunjang Pelayanan 
Umum Kantor yang Tersedia

Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Pendukung OPD

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Sarana dan Prasarana 
Pendukung OPD yang Disediakan

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi 
OPD

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Pengelolaan Administrasi 
Umum OPD

Tersedianya Administrasi Kepegawaian 

OPD
INDIKATOR KINERJA :

Persentase Administrasi Kepegawaian 
yang Tersedia

Tersusunnya Dokumen ANJAB ABK 

OPD
INDIKATOR KINERJA :

Jumlah Dokumen ANJAB ABK OPD 

yang Disusun

Terlaksananya Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(PMPRB)

INDIKATOR KINERJA :

Nilai Capaian PMPRB OPD

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. KEMENTERIAN KEUANGAN

3. INSPEKTORAT PROVI. SUMSEL 

4. BPKAD PROV. SUMSEL

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

2. BAPPENAS RI

3. KEMENTERIAN LHK RI

4. KEMENPAN RB RI
5. INSPEKTORAT PROV. SUMSEL
6. BAPPEDA PROV. SUMSEL

7. BPKAD PROV. SUMSEL
8. DINAS LH KAB/KOTA

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

2. BKN RI
3. KEMENTERIAN LHK RI

4. KEMENPAN RB RI

5. INSPEKTORAT PROV. SUMSEL

6. BKD PROV. SUMSEL

7. BIRO ORTALA PROV. SUMSEL
8. BIRO PEMERINTAHAN PROV. SUMSEL

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029


